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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

NOHOR: B TAHON 1998 SERI:D NOHOR:5 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 'DAERAH TINGKAT II 
KEBUMEN 

NOM0R 7 TAHUN 1998 

TENTANG 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

TAHUN ANGGARAN 1998/1999 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

Menimbang : 

9-ngingat 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Tahun Anggaran 1998/1999, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan 
Pasal 84 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten -
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 1950 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 
13 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Peme­
rintahan di Daerah (Lembaran Negara 

Republik ......... . 
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Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Nomor 3037) ; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tang -
gal 19 Nopember 1994 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ten­
tang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 
1994, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569) ; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun Tahun 1997 
tanggal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Nomor 3685) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengur­
usan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daer ah ( Lembaran Negara Repu­
bl ik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanj a Daer ah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu­
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanj a 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Nomor 6 Tahun 1975) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 
tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ; 

8. Peraturan ...... . 
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8. Peraturan Pernerintah Nornor 20 Tahun 1997 
tanggal 4 Juli 1997 tentang Retribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indone­
sia Nornor 55 Tahun 1997, Tarnbahan Lern­
baran Negara Republik Indonesia Nornor 
3692) ; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nornor 22 Tahun 1984 tanggal 30 Maret 
1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan 
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun 
Daerah Otonorn; 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 11 
Tahun 1975 tanggal 3 Agustus 1975 ten­
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhi tung an Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

11 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 8 -
Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 
tentang Penerirnaan Surnbangan Pihak 
Ketiga kepada Daerah; 

12 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 11 
Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi­
il Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 4 -
Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang 
Pernerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 4 

Tahun ........ . 
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Tahun 1975 tanggal 21 Desember 1985 
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah 
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 ten­
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 
8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 
-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual 
Administrasi Keuangan Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 
-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 
tentang Program Pembinaan Anggaran 
Daer ah dan Pengendalian Kredi t Anggar­
an; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 
-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 
tentang Manual Administrasi Pendapatan 
Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 
Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 
tentang Langkah Pertama Pensinkronisa­
sian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

20 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-1316 tanggal 18 September 1985 tentang 

Penyempurnaan 
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Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Peruba­
han Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-1319 tanggal 19 September 1985 tentang 
Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 
15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 
Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 
tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
- 269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 
Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhi­
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis 
Tata Usaha Keuangan Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 
tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 
2 . 2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

26 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 

tentang ......... . 
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tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 
Anggaran Pendapatan Daerah; 

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Nomor 02/SK-DPRD/1997 tanggal 22 Juli 
1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen. 

Memperhatikan 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1998/1999 ; 

Me ndengar 

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae­
rah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/ 
106/1998 tanggal 9 Januari 1998 
tentang Pengesahan Peraturan Daerah 
Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 
1997 tanggal 13 Desember 1997 ten­
tang Penetapan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu­
paten Daer ah Tingkat I I Kebumen 
Tahun Anggaran 1997/1998 ; 

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 
10 Pebruari 1998 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 
1998/1999. 

1 . Pembicaraan dalam Rapat Panitia Ang­
garan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten ....... . 
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Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
tanggal 20 Maret 1998 sampai dengan 
tanggal 26 Maret 1998; 

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 9 
April 1998. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT I I KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 
1998/1999. 

Pasal 1 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah 
sebesar Rp.78 . 950.350.000,00 terdiri da -
ri 

a . PENDAPATAN 
Pendapatan .. . ..... Rp.78.950.350.000,00 

b. BELANJA 
Rutin ....... Rp.64.887.967 . 000,00 
Pembangunan Rp.14.062.383.000,00 

Jumlah ........ Rp.78.950.350.000,00 

Pasal 2 ........ . 
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Pasal 2 

Jurnlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah seba­
gai berikut : 

a. PENDAPATAN 
Pendapatan .............. Rp.10.348.672.000,00 

b. BELANJA 
Rutin ....... Rp.10.348.672.000,00 
Pernbangunan Rp 

Jurnlah ........... Rp.10.348.672.000,00 

Pasal 3 

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 
1 di atas dirnuat dalarn Larnpiran A. 

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan terse -
but Pasal 1 dan Pasal 2 dirnuat dalarn Larn­
piran A.I., A.II/R dan A.II/P. 

(3) Rincian sebagairnana dirnaksud ayat (1) dan -
(2) Pasal ini rnerupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. 

Pasal 4 

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berla­
ku adalah sebagairnana daftar terlarnpir. 

Pasal 5 ........ . 
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Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang 
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

K e b u m e n 
9 April 1998 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN 

KETUA 

t.t . d 

SIDI ADIANTO 

t.t.d 

H. AMIN SOEDIBYO 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dengan Surat keputusan tanggal 19 
Mei 1998 Nomor : 903/369/1998. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 8 
Seri D Nomor 5 pada tanggal 28 Mei 1998. 

JS WILAYAH/DAERAH 
' I I KEBUMEN 

I 

j 






